PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 aydtinfdang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahgagbana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Unddogior 12 Tahun
2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan PerafDammah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewaraklan Rakyat
Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang teladrikisa oleh Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulaglaetahun anggaran
berakhir ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman&siichdalam huruf a perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungawételaksanaan
APBD Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2009;

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangtBese Undang-undang
Darurat Nomor 4 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Répuidonesia Tahun
1958 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Repubdlknesia Nomor
1091 ) Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1958eihlhar Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 56, Tambahamhazan Negara
Republik Indonesia Nomor 1091 ) Undang-undang CriMomor 6 Tahun
1958 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun8 1B®mor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non@&1 1) tentang
Pembentukan Daerah tingkat Il termasuk Kabupatelandadingkungan
Daerah tingkat | Sumatera Selatan sebagai Undadgnhgn ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Edrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );

Undang — Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentangbBetukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung ( Lembaran Negara Rekuhtionesia Tahun
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Reputdigniesia Nomor
4033);



10.

11.

12.

13.

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangiakgan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20@8ndt 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

Undang — Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentambeRdaharaan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 dMoBy) Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangbBetukan Peraturan
Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republiknési® Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Inglaridomor 4389 );

Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentamgeRksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran aNdgapublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembarayafde Republik
Indonesia Nomor 4400 );

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentargiei®i Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Repulildnksia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelafidomor 4421 );

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangeRetahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 dddi@5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 bpgaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang —-abgdNomor 12 Tahun
2008 ( Lembaran Negara Republik Indongsiaun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ndigw4 );

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentamgnBangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahni{b&&an Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambdlembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 );

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentajakPDaerah dan Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Talf® 2 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N&O#® );

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 200larigntPembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Ddenaibaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahamhazan Negara
Republik Indonesia Nomor 4090 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004rgnKedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwalakyat Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 o209, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416epagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tal@b Zentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tai00d tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan @taggDewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Repubdkbnesia Tahun
2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Repubtiknkesia Nomor
4540 );

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20G&rgrPengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republiknesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indam&smor 4502 );
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23.

24,

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 200fargnStandar Akuntansi
Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indongskaun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadictb03 );

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 200fangnPinjaman Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 dMdi81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200fangnDana Perimbangan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 dMdi87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 200farignSistem Informasi
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indan&shun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelarddomor 4576 );

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 20GangrHibah Kepada Daerah(
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nobh3@; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 ),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20G&rgrPengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Ta0b 2ZNomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No#&a@i8 );

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200@ngrfelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Bi@pindonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubtiknksia Nomor
4614 );

Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tgnf@embagian urusan
Pemerintahan antara Pemerintah , Pemerintah DaRrakinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota ( Lembaran Ndgapablik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Rkplizdonesia
Nomor 4737 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 20&ftang Pengelolaan Uang
Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indan&sihun 2007 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiandld738 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2@amg Organisasi Perangkat
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia T&@0y Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ndiét ) ;

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang NombrT@hun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daeraha Rahgkalpinang
Tahun 2007 Nomor 07 Seri E Nomor 03 ;

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomdrab2n 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Pangkalpinang ( Lembaran Dd¢ota Pangkalpinang
Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01;

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang NomorTaAun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Papglalg (Lembaran
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7;



Dengan Per setujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
an
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

M enetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 20009.

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.
C.

Kota adalah Kota Pangkalpinang.
Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingd@RD adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.

. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KotgkBgrnang.
. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah mieaapdaporan yang menyajikan ikhtisar

sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonang gikelola oleh pemerintah daerah,
yang menggambarkan perbandingan antara realisasi adggarannya dalam satu periode
pelaporan.

Laporan Arus Kas merupakan Laporan yang menyajikaiormasi mengenai sumber,

penggunaan, dan perubahan kas selama satu pekad&rsi serta saldo kas pada tanggal

pelaporan.

. Neraca Pemerintah daerah  merupakan laporan yangggambarkan posisi keuangan

pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, datagkiana pada tanggal tertentu.

. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasaatif, analisis atau daftar terinci atas

nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan rasiis

. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatarbelamja.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa lagetemgan memuat :

a.
b.

laporan Realisasi Anggaran

neraca,



c. laporan arus kas; dan

d. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimakdachdzasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2009,

sebagai berikut :

a. pendapatan Rp 394.522.407.940,53
b. belanja Rp 426.818.505.890,49
Surplus (Rp 32.296.097.949,96 )
C. pembiayaan
- penerimaan Rp 139.785.289.396,82
- pengeluaran Rp 35.500.000.000,00
Pembiayaan Neto Rp. 104.285.289.396,82 +
SILPA ( Sisa L ebih Pembiayaan Anggaran ) Rp. 71.989.191.446,86
Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana gunadtalam Pasal 2 sebagai berikut :
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan s#¢juRp 1.224.443.066,47 dengan rincian

sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp48%51.007,00
b. realisasi Rp 394.522.407.940,53 _
Selisih lebih / ( kurang) Rp  1.224.443.066,47

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dajunikp 72.211.881.330,32 dengan rincian

sebagai berikut :

a. anggaran belanja setelah perubahan Rp 499813R20,81
b. realisasi Rp 426.818.505.890,49
Selisih lebih / ( kurang) Rp 72.211.881.330,32




(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplusisitief sejumlah Rp (70.987.438.263,85)

dengan rincian sebagai berikut :

a. surplus/ (defisit) setelah perubahan Rp @88536.213,81)
b. realisasi Rp (32.296.097.949,96)
Selisih lebih / ( kurang) Rp (70.987.438.263,85)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaambjayaan sejumlalRp (1.001.753.183,01)
dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 138.783.536.213,81

b. realisasi Rp 139.785.289.396,82

Selisih lebih / ( kurang) Rp  (1.001.753.183,01)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaarbjayaan sejumlatiRp 0,00 dengan rincian

sebagai berikut :
a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubaha Rp 35.500.000.000,00

b. realisasi Rp 35.500.000.000,00

Sdlisih lebih / (kurang) Rp 0,00

(6) Selisihn anggaran dengan realisasi pembiayadn sejumlah Rp (1.001.753.183,01)

dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pembiayaan neto Rp 103.283.536213,8
b. realisasi pembiayaan neto Rp 104.285.28%8296,
Selisih lebih / ( kurang) Rp (1.001.753.183,01)

Pasal 5

Neracasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b gerD8sember Tahun 2009 sebagai
berikut :

a. jumlah Aset Rp 1.410.432.833.549,75
b. jumlah Kewajiban Rp 799.093.265,00
c. jumlah Ekuitas Dana Rp1.409.633.740.284,75

Vi



Pasal 6

Laporan Arus Kasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ dabwk yang berakhir sampai

dengan 31 Desember tahun 2009 sebagai beriku

a.

b.

saldo Kas Awal per 01 Januari Tahun 2009 Rp 138.729.004.138,82

arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 107.555.861.237,72

arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keusang Rp (140.454.060.673,00)

arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp (34.424.175.561,00)

arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp 225.021.209,00

Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2009 Rp 72.060.257.511,86
Pasal 7

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimdktamd Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran

2009 memuat informasi baik secara kuantitatif niawkualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimareksilich pada Pasal 1 tercantum dalam

Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.

Lampiran |

Lampiran I.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5

Lampiran 1.6

Lampiran 1.7

Lampiran 1.8

Laporan Realisasi Anggaran;

Ringkasan laporan realisasi anggamaenuruta urusan pemerintahan
daerah dan organisasi;

Rincian laporan realisasi anggamenurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran amj@ daerah menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi , program dantkegia

Rekapitulasi realisasi anggaranamel daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan furalamdkerangka
pengelolaan keuangan negara;

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal (investdagrah;

Daftar realisasi penambahan damgpemgan aset tetap daerah;

Daftar realisasi penambahan damgpemgan aset lainnya;

Vil



Lampiran 1.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang beldiselesaikan sampai akhir tahun dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya

Lampiran 1.10 : Daftar dana cadangan daerah;
Lampiran 1.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasrah.
b. Lampiran Il . Neraca,
c. Lampiran 1l : Laporan Arus Kas; dan
d. Lampiran IV . Catatan atas Laporan Keuangan.
Pasal 9

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada P&saterupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tekladministratif diatur dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymelagngan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangiafpin

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Juli 2010

WALIKOTA PANGKALPINANG

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM

HHARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2010 NOMOR

Viii



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang yseandiri dari
(a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c)okap Arus Kas; dan (d) Catatan
atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 sebagairterlampir adalah

tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasaiktem pengendalian
intern yang memadai, dan isinya telah menyajikdormasi pelaksanaan anggaran,
arus kas, posisi keuangan dan catatan atas lap@@engan secara layak sesuali
dengan standar akuntansi pemerintahan.

Pangkalpinang, Juni 2010

WALIKOTA PANGKALPINANG,

H. ZULKARNAIN KARIM



PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

M engingat

TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 PamatDaerah Kota
Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pertanggawaban

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DidetalPangkalpinang
Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan Penjabargmanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DidetalPangkalpinang
Tahun Anggaran 2009, sebagai rincian lebih lagiuit pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daewabanggaran 2009;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimamakslid dalam huruf a
perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentangt&ese Undang-undang
Darurat Nomor 4 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Répuidonesia Tahun
1958 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Repubdlknesia Nomor
1091 ) Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1958eihlhar Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 56, Tambahamhagzan Negara
Republik Indonesia Nomor 1091 ) Undang-undang RédrMomor 6 Tahun
1958 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun8 1B®mor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nond&1 1) tentang
Pembentukan Daerah tingkat Il termasuk Kabupatelandadingkungan

Daerah tingkat | Sumatera Selatan sebagai Undadghgn ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 73, Bdrab Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );

Undang — Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Betukan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung ( Lembaran Negara Rekuhtionesia Tahun
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Reputdigniesia Nomor
4033);

Undang — Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentangiakgan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20@8ndt 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );



10.

11.

12.

13.

14.

Undang — Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentambeRdaharaan Negara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 dMoB) Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangbBetukan Peraturan
Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republiknési® Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelaridomor 4389 );

Undang — Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentamgeRksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran &Neapublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembarayafde Republik
Indonesia Nomor 4400 );

Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentargiei®i Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Repulildnksia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelafddomor 4421 );

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangeRetahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 dMdi@5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 bpgaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang —-abgdNomor 12 Tahun
2008 ( Lembaran Negara Republik Indongsiaun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ndigw4 );

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentanmgnBangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerahni{b&&an Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambdlembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 );

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentajakPDaerah dan Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Talf® 2 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N&O#® );

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 200larigntPembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Ddenaibaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahamhazan Negara
Republik Indonesia Nomor 4090 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004rgnKedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwalakyat Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 dfo®9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416epagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tal@b Zentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tai00d tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan @taggDewan

Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Repubdkbnesia Tahun
2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Repubtiknkesia Nomor
4540 );

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20G&rgrPengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republiknesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indam&smor 4502 );

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 200farignStandar Akuntansi

Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indongafaun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiadlofb03 );

Xi



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 200fangnPinjaman Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 dMdi81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570 );

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200&angnDana Perimbangan
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 dMdi87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 200farignSistem Informasi
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indan&shun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelardéomor 4576 );

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 20GangrHibah Kepada Daerah(
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noh3@; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577 );

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20G&rgrPengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Ta0b 2ZNomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No#&a@i8 );

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 200@ngrfelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Bi@pindonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubtiknksia Nomor
4614 );

Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tgnf@embagian urusan
Pemerintahan  antara Pemerintah, Pemerintah DaPrakinsi  dan
Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota ( Lembaran Ndgapablik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Rkplizdonesia
Nomor 4737 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 20&ftang Pengelolaan Uang
Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indan&sihun 2007 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiandld738 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2@amg Organisasi Perangkat
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia T&@0y Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ndiét ) ;

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang NombrT@hun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daeraha Rahgkalpinang
Tahun 2007 Nomor 07 Seri E Nomor 03;

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomdrab2n 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Kota Pangkalpinang ( Lembaran Dd¢ota Pangkalpinang
Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01;

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang NomorTaAun 2009 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Papglkalg (Lembaran
Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 7;
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.

b
C.
d

Kota adalah Kota Pangkalpinang

. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalginan

Walikota adalah Walikota Pangkalpinang

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingd@RD adalah Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang

. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KotgkBgrnang

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah miemapdaporan yang menyajikan ikhtisar
sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonang gikelola oleh pemerintah daerah,
yang menggambarkan perbandingan antara realisasi adggarannya dalam satu periode

pelaporan

. Pendapatan adalah semua penerimaan rekeningmkas daerah yang menambah ekuitas dana

lancar dalam periode tahun anggaran yang bersaarghkaing menjadi hak pemerintah daerah,

dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintatlralae

. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekeningrkasn daerah yang mengurangi ekuitas dana

lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutag ty@ak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlyadibk@mbali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggarasabgkutan maupun tahun-tahun anggaran
berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintatakdderutama dimaksudkan untuk menutup
defisit atau manfaatkan surplus anggaran

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatarbeliamja

. Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatarbdkmja.
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Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2008iritatas :
1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah Rp  31.223.578.695,02
b. Dana Perimbangan Rp 328.149.258.692,00
c. Lain - lain Pendapatan yang Sah Rp  35.14%53(b1+
Jumlah Pendapatan Rp 394.522.407.940,53
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp 159.910.159.492,00
2) Belanja Bunga Rp 0,00
3) Belanja Subsidi Rp ,0
4) Belanja Hibah Rp 4.625.000.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp  19.946.386.595,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp 5.826.200.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp 0,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp 149.690,000

Rp 190.457.436.087,00
a. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai Rp  29.522.227.149,00

2) Belanja Barang dan Jasa Rp 66.711.497.231,5

3) Belanja Modal Rp 140.127.345.422:09

Rp 236.361.069.803,49
Jumlah Belanja Rp 426.818.505.890,49
Surplus / ( Défisit ) Rp (32.296.097.949,96)
3. Pembiayaan

a. Penerimaan Rp 139.785.289.396,82

b. Pengeluaran Rp 35.500.000.000,00
Pembiayaan Neto Rp 104.285.289.396+82

SILPA ( Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran ) tahukdyean Rp 71.989.191.446,86

Pasal 3
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagainthmaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam

Lampiran | Peraturan Walikota ini.
Pasal 4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimiamaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut

ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
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Pasal 5
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimareksiid dalam Pasal 3 tercantum dalam

Lampiran Il Peraturan Walikota ini.

Pasal 6
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dsal Ba merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggahdangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanypelammgan Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalginan

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 7 September 2010

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal September 2010

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

H.ZULKARNAIN KARIM

HHARDI

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2010 NOMOR
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